



A. Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran 
strategis dalam menjamin keberlanjutan suatu bangsa dan merupakan potensi pembangunan 
nasional dimasa mendatang. Anaklah yang ikut berperan menentukan cikal bakal suatu 
bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Apabila anak tidak 
dididik secara baik maka akan buruk pula kehidupan bangsa dimasa mendatang. Agar mereka 
dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual 
maka mereka perlu mendapat perhatian dari seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah. 
Anak adalah manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan yang 
matang sehingga segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. 
Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, dimana 
anak dijadikan sebagai “obyek” yang dipelajari secara ilmiah (Wagiati Soetodjo, 2006:5). 
Pembahasan terkait anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena 
anak adalah insan yang menjadi harapan bangsa untuk meneruskan pembangunan. Anak 
harus dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan 
pemegang kendali suatu bangsa di masa mendatang, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan 
anak Indonesia berarti melindungi aset terbesar bangsa dan membangun manusia Indonesia 
seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945. 
Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan 
untuk mencegah, merehabilitasi, memberdayakan anak yang mengalami perlakuan yang salah 
seperti tindak kekerasan, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 
anak secara sehat jasmani dan rohaninya serta sejahtera kehidupannya. 
Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai ancaman yang 
dapat menimpanya. Hal itu penting karena anak merupakan aset utama suatu negara. 
Perlindungan hukum bagi anak adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap anak 
sebagai subyek hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang 
tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran 
dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, 
kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2016 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk dapat 
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi insan penerus pembangunan bangsa. 
Interaksi sosial tiap individu dalam kehidupannya telah menimbulkan berbagai 
pelanggaran hukum berupa kejahatan atau tindak pidana. Salah satunya adalah pelanggaran 
terhadap hak anak. Bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang paling sering terjadi 
khususnya di Indonesia adalah tindak pidana kekerasan terhadap anak. Tindak pidana 
kekerasan disini menjadi suatu masalah yang perlu mendapat perhatian khusus karena yang 
menjadi korban tindak pidana kekerasan adalah anak dibawah umur, dimana anak di bawah 
umur seharusnya masih dalam pengasuhan orang tua. Kondisi anak berbeda dengan orang 
dewasa karena anak mempunyai ketidakmatangan fisik dan mental sehingga membutuhkan 
perlindungan khusus. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. 
Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan sampai kematian. Kerugian non-fisik 
dapat berupa mental yang terganggu maupun rasa takut yang tidak ada hentinya (Haryanto 
Dwiatmodjo. 2011. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban 
Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas”. Vol 11:200). 
Biro Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penanganan masalah perlindungan anak 
di Indonesia masih jalan di tempat. Sementara itu, Komite Hak Anak PBB menyebutkan 
bahwa Indonesia masih mendapatkan “rapor” buruk dalam penanganan perlindungan anak. 
Buruknya penanganan perlindungan anak ini ditujukkan oleh data statistik anak-anak yang 
menjadi korban tindak pidana. Menurut BPS, pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia 
yang menjadi korban tindak pidana sebanyak 1,06 persen, dan dari jumlah tersebut sebanyak 
0,29 persen atau 247.610 adalah anak-anak. Dari 247.610 anak yang menjadi korban 
kejahatan, 80 persen diantaranya memilih untuk tidak memproses kasus tersebut ke 
kepolisian (business-law.binus.ac.id/2017/01/30/legal-review-perlindungan-anak-di-
indonesia/). 
Selain BPS, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) juga merilis data 
pelanggaran hak anak melalui catatan akhir tahun 2016 mengenai kasus pelanggaran hak 
anak. Dari catatan Komnas PA, kasus pelanggaran terhadap hak anak tahun 2016 meningkat 
dari tahun sebelumnya. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan, jumlah 
pengaduan diterima Komnas PA terkait pelanggaran hak anak tahun 2016 yakni 3.739 kasus. 
Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2015 yang hanya 2.726 kasus. Dikatakan pula bahwa 
bentuk pelanggaran hak anak tersebut tidak semata meningkat dalam hal kuantitas jumlah 
saja, melainkan semakin beragam modus pelanggarannya. Faktor penyebab meningkatnya 
pelanggaran terhadap hak anak menurutnya karena beragam pemicu. Misalnya, lemahnya 
pemahaman keluarga, orang tua, masayarakat, dan pemerintah terhadap hak-hak anak. Arist 
Merdeka Sirait mengatakan bahwa pelanggaran terhadap hak anak yang paling mendominasi 
yaitu kekerasan. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas PA mencatat tahun 2016 
terjadi 625 kasus kekerasan terhadap anak. Sebanyak 273 kasusnya berupa kekerasan fisik, 
43 kasus kekerasan psikis, dan kasus kekerasan seksual sebanyak 309 kasus, jumlah tersebut 
tentu meningkat dibandingkan pada tahun 2015 dimana hanya sekitar 400 kasus kekerasan 
anak yang tercatat di Komnas PA. Dari data yang dimiliki Komnas PA, kekerasan anak justru 
terjadi di lingkungan terdekat, seperti di rumah, sekolah, dan lingkungan sosial anak. 
Berdasarkan lokasi kejadian, kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga sebanyak 




Berdasarkan cacatan Komnas PA terhadap kasus pelanggaran hak anak diatas maka 
dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan anak pada lingkungan terdekat anak yang 
mendominasi dari keseluruhan perkara pelanggaran hak anak yang tercatat di Komnas PA. 
Tindak kekerasan yang dilakukan pada lingkungan terdekat anak, seperti kerabat atau 
keluarga sendiri cenderung lebih sulit ditangani karena masyarakat menganggap tidak pantas 
untuk masuk dalam urusan rumah tangga orang lain, sehingga banyak kasus kekerasan anak 
yang tidak mendapat penanganan oleh pihak yang berwenang. 
Saat ini memang kasus-kasus mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak sudah 
sering terjadi dalam masyarakat. Tidak asing lagi jika tindak pidana kekerasan ini dilakukan 
oleh keluarga anak itu sendiri, seperti ayah kandung, paman, atau kakak dari anak tersebut. 
Namun aturan hukum yang ada belum memberikan efek jera kepada pelaku serta 
perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan ini masih kurang mendapatkan 
perhatian, sehingga kasus mengenai tindak pidana kekerasan anak masih sering terjadi. 
Contoh kasus kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anaknya yaitu 
kasus yang terjadi di Kecamatan Sukun Kota Malang. Seorang ayah yang bernama Deni 
ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penyiksaan terhadap putrinya yang menyebabkan 
kematian. Pria tersebut menyiksa putrinya hingga tewas hanya karena jengkel melihat 
putrinya berebut baju dengan kakaknya. Pria tersebut melakukan penganiayaan dengan cara 
memukuli anaknya di gazebo depan rumahnya. Orang lain sempat menegur pria tersebut 
karena melakukan kekerasan, namun dia tetap melanjutkan melakukan kekerasan terhadap 
anaknya. Usai dipukuli, sang ayah meminta anaknya untuk membersihkan darah di tubuh dan 
wajahnya dan bermaksud untuk diajak kerumah neneknya. Namun setelah selesai 
membersihan darah, sang anak menghampiri ayahnya untuk meminta maaf dan seketika 
pingsan di pelukan ayahnya. Beberapa saat kemudian, sang ayah memanggilkan bidan untuk 
memeriksa anaknya, namun saat itu korban sudah tidak bernyawa 
(https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-anak-disiksa-ayah-minta-maaf-dan-tewas-
saat-dipeluk.html). 
Contoh lain kasus kekerasan yang juga dilakukan oleh ayah kandung kepada anaknya 
yang terjadi di Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara. Kekerasan ini dilakukan terhadap 
anak balitanya dengan cara menendang dan mengakibatkan kematian. Sang ayah tega 
melakukan perbuatan tersebut karena emosi saat bertengkar dengan istrinya hanya karena 
tidak ada nasi dirumah. Emosi sang ayah tak terbendung saat bertengkar sehingga dia gelap 
mata dan menendang putra pertamanya tersebut hingga terjatuh ke lantai dan mengalami luka 
lecet pada kening kirinya. Kejadian itu pun membuat putra keduanya ketakutan dan ikut 
menangis. Sang ayah justru semakin emosi dan spontan menendang anak pertamanya pada 
rusuk kiri hingga anaknya terpental sejauh 1 (satu) meter dari posisi awal. Anak tersebut 
seketika kejang-kejang, kemudian meninggal dunia 
(https://www.merdeka.com/peristiwa/gara-gara-nasi-suami-marahi-istri-tendang-anak-
hingga-tewas.html). 
Contoh-contoh kasus di atas hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus kekerasan 
yang dialami anak termasuk kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandung 
terhadap anaknya. Beberapa contoh tersebut dapat dipahami bahwa posisi anak sangatlah 
lemah, anak anak yang menjadi tanggungjawab orangtuanya dan seharusnya mendapat 
perlindungan dari orang tua nya justru diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Banyak 
pula kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang tidak mendapat 
perhatian dari masyarakat sehingga tidak ada tindak lanjut untuk sampai pada tahap 
pelaporan kepada pihak yang berwenang. Padahal perlindungan terhadap anak itu merupakan 
tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab orang tua dan keluarga tetapi 
tanggung jawab masyarakat bahkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan negara. 
Pemerhati Anak Seto Mulyadi berpendapat bahwa masyarakat Indonesia masih kerap melihat 
kekerasan terhadap anak sebagai masalah domestik. Oleh karena itu, banyak yang memilih 
mendiamkan daripada melaporkan kepada pihak yang berwajib 
(http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150704191437-12-64359/kekerasan-anak-di-
cipulir-sudah-lama-diketahui-tetangga/). 
Tindak pidana kekerasan terhadap anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua 
kandung menarik untuk dikaji karena setiap orang tua memiliki tanggung jawab dalam 
memberi perlindungan kepada anaknya namun kenyataannya justru sebaliknya, orang tua 
yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya. Trauma yang lebih besar umumnya terjadi 
bila kekerasan itu dilakukan oleh orang tua kandung. Perbuatan kasar orang tua terhadap 
anaknya pasti menimbulkan dampak negatif kepada anak seperti seperti dampak psikologis 
dan dapat berdampak pula pada perkembangan serta masa depan anak tersebut. Anak yang 
seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya serta menjadikan orang tua 
sebagai tempat berkeluh kesah justru tidak memperolah hak-hak tersebut. Akibatnya anak 
akan terganggu secara psikologis dan merasa malu terhadap lingkungannya karena perlakuan 
kasar orang tua terhadap dirinya. Tidak jarang juga menyebabkan anak menjadi pribadi yang 
penyediri dan susah bergaul dengan teman-temannya. Anak yang terus menerus dalam 
keadaan tegang, bimbang, dan takut, lambat laun akan mengalami kelainan jiwa 
(psychoneurose) atau biasa disebut tekanan psikis (mental) yang manifestasinya dapat bermacam-
macam, mulai dari yang ringan sampai yang berat. 
Salah satu kasus kekerasan anak yang dilakukan ayah kandung di Padang, Sumatera 
Barat merupakan salah suatu contoh kasus kekerasan, dimana anak tersebut sesungguhnya 
telah berkali-kali mengalami tindak kekerasan oleh ayahnya namun tidak kunjung mendapat 
tindak lanjut karena tidak ada pihak lain seperti tetangga yang melaporkan kejadian tersebut. 
Ibu kandung anak tersebut yang akhirnya melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh 
mantan suami kepada anaknya tersebut. Namun faktanya, setelah kasus tersebut diperiksa dan 
mendapat putusan dari pengadilan, anak sebagai korban justru kurang mendapat suatu bentuk 
perlindungan atas dirinya. Perkara tersebut menarik untuk dikaji, khususnya terkait 
bagaimana bentuk-bentuk perlindungan yang sepatutnya didapatkan oleh anak sebagai 
korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung dan apakah putusan yang 
diberikan oleh hakim telah mewujudkan aspek perlindungan hukum bagi anak. 
Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan diatas, maka menimbulkan rasa ingin tahu 
penulis terkait perlindungan hukum pidana terhadap anak yang menjadi korban kekerasan 
oleh orang tua kandung dengan studi putusan pada perkara kekerasan anak yang terjadi di 
Padang. Oleh karena itu, penulis hendak mengangkat permasalahan diatas dalam sebuah 
penelitian hukum (skripsi) yang berjudul: Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai 
Korban Tindak Pidana Kekerasan oleh Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 
242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg). 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan 
yang akan dikaji dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
Apakah Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg telah mewujudkan perlindungan hukum 
bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan oleh ayah kandung ? 
  
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dan tujuan kepada penulis 
dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai oleh penulis 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui apakah Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg telah 
mewujudkan bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana 
kekerasan oleh ayah kandung. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum 
pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya. 
b. Untuk menerapkan ilmu dan teori hukum yang penulis dapatkan selama kuliah supaya 
dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
di bidang ilmu hukum khususnya di bidang perlindungan anak. 
c. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam 
bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat bagi ilmu 
hukum, khususnya dibidang hukum pidana. Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh 
dari penulisan hukum adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat 
bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta terhadap bidang hukum pidana 
pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi pihak-pihak 
yang berminat meneliti lebih lanjut terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah penetahuan dan memperluas 
wawasan penulis untuk mengembangkan penalaran serta membentuk pola pikir untuk 
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah penulis untuk menuangkan 
gagasan pemikiran dan pengetahuan yang selama ini diperoleh di bangku 
perkuliahan, berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum dilakukan untuk mencapai pemecahan atas isu hukum yang timbul. 
Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas 
isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:83). Untuk mendapatkan bahan hukum atas 
penelitian yang dilakukan penulis, maka dibutuhkan metode penelitian yang sesuai. Dalam 
penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yang dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 
normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 
mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau disebut juga bahan hukum sekunder. 
Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian 
hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 
perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma 
yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Jenis penelitian 
yang penulis gunakan adalah penelitian normatif karena penulis menganalisis suatu kasus 
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim dalam mengkaji bentuk-
bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan serta aspek perlindungan 
hukum bagi anak dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.  
2. Sifat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan penulis ini bersifat preskriptif atau terapan. Hal tersebut 
merujuk pada teori dari Peter Mahmud Marzuki, yakni ilmu hukum mempunyai 
karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum mempelajari 
tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan 
norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, 
ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud 
Marzuki, 2010: 22). 
Memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari 
penelitian hukum, karena untuk hal itulah penelitian tersebut dilakukan. Baik untuk 
keperluan praktik hukum maupun untuk penulisan akademis, preskripsi yang diberikan 
menentukan nilai penelitian tersebut. Berpegang kepada karakteristik ilmu hukum sebagai 
ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat 
dan mungkin untuk diterapkan. Dengan demikian, preskripsi yang diberikan bukan 
merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itulah yang 
dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, 
paling tidak argumentasi baru (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 251). Dalam penulisan 
hukum (skripsi) ini, penulis memberikan preskripsi tentang aspek perlindungan hukum 
bagi anak dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg sudah sesuaikah dengan 
peraturan hukum yang ada atau belum. Penulis juga memberikan argumentasi terkait 
bentuk perlindungan yang tepat bagi anak korban kekerasan orangtuanya sebagai hasil 
penelitian ini. 
3. Pendekatan Penelitian 
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan 
tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang 
sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam 
penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan 
kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach) (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014:133). 
Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan 
Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam 
metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas 
dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah 
pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 
2014:137). Pendekatan ini berdasarkan telaah yang dilakukan penulis terhadap peraturan 
perundang-undangan dan regulasi yang telah ada, sehingga dapat dikaji lebih mendalam 
dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Dalam hal ini penulis menelaah berbagai 
pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban. 
Sedangkan pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah 
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi 
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis 
mengkaji kasus terkait anak yang menjadi korban kekerasan oleh ayah kandungnya dan 
atas kasus tersebut telah dijatuhi putusan yaitu putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg. 
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder 
(secondary data) yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum autoratif (authorative), yang artinya, 
bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam 
pelaksanaannya. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, 
catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan 
hakim, sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-
buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas 
putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181). Adapun bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum 
primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum, peraturan 
perundang-undangan serta regulasi yang berlaku di Indonesia yaitu antara lain: 
1) UUD NRI 1945; 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia; 
3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak; 
5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;  
6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 
7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung 
penelitian ini yaitu buku-buku yang berhubungan dengan perlindungan hukum 
terhadap anak, jurnal-jurnal hukum, media elektronik, internet, dan sumber hukum 
lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini bahan hukum 
sekunder yang penulis gunakan adalah bahan hukum yang dapat membantu penulis 
dalam menyusun penulisan hukum (skripsi) terkait perlindungan hukum bagi anak. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan penulis dalam mencari, 
mengumpulkan dan memilih data yang akan digunakan sebagai bahan hukum dalam 
penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
teknik pengumpulan studi kepustakaan atau studi dokumen (library research), yaitu 
pengumpulan dan identifikasi bahan hukum yang didapat melalui buku referensi, 
karangan ilmiah, dokumen resmi, makalah, jurnal, media massa, internet serta bahan-
bahan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas yang dalam 
penelitian ini yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak. 
6. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data adalah proses dimana penulis melakukan telaah dan mengurai 
data yang telah diperoleh untuk digunakan dalam memecahkan masalah yang diteliti. 
Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 
silogisme dengan pola berpikir yang bersifat deduktif. Penggunaan pola berpikir deduktif 
adalah berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor. 
Dari kedua premis ini kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 89). 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Penulisan penelitian ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana 
antara bab saling berkaitan satu sama lain sehingga merupakan suatu rangkaian yang 
berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada baba ini penulis menguraikan secara sistematis tentang berbagai keterangan 
yang dikumpulkan dan literatur-literatur yang menunjang penelitian ini, yaitu 
antara lain: 
A. Kerangka Teori 
1. Anak sebagai Korban 
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak 
3. Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak 
B. Kerangka Pemikiran 
Dalam bab ini penulis juga menyertakan kerangka berfikir dengan maksud 
untuk mempermudah alur berfikir 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan 
menjawab permasalahan hukum yaitu bentuk perlindungan hukum pidana bagi 
anak sebagai korban kekerasan dan terkait aspek perlindungan terhadap anak 
pada putusan hakim dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. 
BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan hukum yang berisi simpulan serta 
saran-saran dari hasil analisis penulis. Saran ini dapat dijadikan sebagai 
pertimbangan untuk perbaikan di waktu yang akan datang. 
DAFTAR PUSTAKA 
